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RINGKASAN 

 

Pemanfaatan uang desa secara efektif sangat penting untuk percepatan 

pembangunan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji efisiensi penggunaan 

keuangan desa oleh pemerintah desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian 

kualitatif. Selain menggunakan data dokumentasi berupa laporan keuangan Desa 

Purworejo tahun 2020–2022, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan 

kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, toko masyarakat, dan masyarakat 

biasa di Desa Purworejo Malang. Analisis data deskriptif adalah teknik yang 

digunakan. Temuan studi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Purworejo 

secara efektif memanfaatkan keuangan daerah yang dialokasikan, terlihat dari tahun 

2021–2022, pengeluaran desa tidak melebihi pendapatan desa. Ketika pengeluaran 

dan pendapatan desa seimbang, pemerintahan desa memanfaatkan dana yang 

tersedia dengan sebaik-baiknya. 

 

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja Pemerintah Desa, Pemerintah Desa, Penggunaan 

Dana Desa. 

 



 

 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

wilayah negara dibagi menjadi daerah besar dan kecil, dengan pemerintahan desa 

sebagai kecamatan terkecil dan mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan yang 

paling rendah. Pemerintah desa yang cakap dituntut untuk menjalankan 

kewajibannya sebagai pemerintah guna menyelesaikan tugas-tugas daerah. 

Ini difokuskan pada bagaimana fungsi pemerintah  dijalankan oleh lembaga 

di semua tingkatan, dari nasional hingga lokal untuk memenuhi persyaratan publik. 

Pemerintah setempat menetapkan desa sebagai salah satu lembaganya. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja suatu bangsa adalah posisi desa yang 

berkembang pesat. Masyarakat membutuhkan layanan yang semakin baik, cepat, 

dan akurat seiring perkembangannya, dan layanan ini juga semakin rumit. 

Kemampuan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat merupakan syarat bagi aparatur yang beroperasi di masyarakat. 

Aparatur yang menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pemerintah yang 

memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengelola anggarannya sendiri. Selain 

itu, dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, keistimewaan, serta 

potensi dan keragaman daerah dalam NKRI, diharapkan daerah dapat memperkuat 

daya saingnya melalui otonomi luas. 

 

Desa yang merupakan singkatan dari pemerintah pusat dan disebut sebagai 

“ujung tombak pemerintahan” diharapkan mampu melaksanakan fungsinya secara 

efisien sebagai pemerintahan desa dan mewujudkan pembangunan di segala bidang. 



 
 

 

Agar desa dapat menguasai dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Ketika itu 

terjadi, pemerintahan desa beroperasi sebagai bagian dari struktur pemerintahan 

nasional. Sekretaris desa, perangkat daerah, dan pelaksana teknis merupakan 

perangkat desa yang membantu pemerintah desa sebagai kepala desa.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kerangka yang jelas untuk 

menetapkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan desa, termasuk 

memberikan kebebasan dalam memilih item peraturan terkait desa. Selain itu, 

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, aturan pemerintah, berlaku untuk Dana 

Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (APBN). 

Uang yang diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja disebut sebagai 

“dana desa” dalam Pasal 1 Angka 2 UUD. Penyelenggaraan pemerintahan, 

peningkatan, dan fungsi lainnya didukung oleh anggaran pendapatan dan 

penggunaan negara (APBN) daerah/kota yang diberikan kepada kota. Agar 

pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dapat mengatasi masalah kinerja dan 

akuntabilitas di sektor publik, mereka harus mampu mengelola, meningkatkan, dan 

mempertanggungjawabkan sistem kinerja mereka. 

Pemerintahan kepala desa yang mempunyai tanggung jawab utama adalah 

mengelola segala urusan pemerintahan, sosial, dan pembangunan secara efektif dan 

transparan serta yang dipercayakan oleh bupati. Pemerintah desa melakukan 

penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pengabdian kepada 

masyarakat, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, pembinaan kelembagaan 

masyarakat, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Namun demikian, pada 



 
 

 

tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa, masih banyak terjadi 

pelayanan pemerintah yang kurang memadai. 

Hal ini tentunya berdampak pada bagaimana dana yang tersedia dialokasikan. 

Pengelolaan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah selalu 

penuh dengan tantangan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, tugas pembantuan ini 

memerlukan dana, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Dalam perspektif 

ini, dapat dikatakan bahwa negara masih berutang kepada daerah untuk membantu 

mereka tumbuh daripada hanya menyerahkan sumber daya mereka. Di sisi lain, 

daerah diberikan otonomi penuh untuk melaksanakan pemekaran, dan dengan 

kekuasaan itu daerah akan menyelidiki sebanyak-banyaknya sumber-sumber uang. 

Kinerja pemerintah mendapat kecaman keras dari publik sepanjang era 

reformasi saat ini. Banyak kritik terhadap kinerja pemerintah dimungkinkan oleh 

kebebasan berbicara (aspirasi), dan seringkali dilakukan secara eksplisit (melalui 

forum formal atau bahkan protes) atau secara halus (melalui cara lain). (melalui 

tulisan atau surat dari pembaca kepada media massa). Dimulai dari tingkat 

pemerintahan tertinggi, yakni pemerintah desa, kritik ini terus berlanjut. Pola pikir 

perangkat desa sangat penting untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga 

pemerintah, dan itu sangat terkait dengan pola pikir jiwa manusia, yang memiliki 

pengaruh besar pada semua keputusan mereka. Untuk membantu terselenggaranya 

pemerintahan dengan baik, perangkat pemerintahan desa harus dapat memenuhi 

tanggung jawabnya. Serangkaian tindakan yang diambil oleh organisasi pemerintah 

atau non-pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum 

akan suatu barang atau jasa dengan tetap berpegang pada standar yang telah 

ditentukan sebelumnya dikenal sebagai layanan. 



 
 

 

Fungsi pemerintahan desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang beserta perangkatnya. Jika setiap perangkat desa bekerja sesuai 

dengan tugasnya, pemerintahan desa akan menjadi lebih baik bahkan lebih canggih, 

lebih tertata, dan lebih terarah. Untuk memenuhi syarat pemerintahan yang telah 

ditetapkan maka pemerintahan desa Desa Purworejo harus dilaksanakan. Oleh 

karena itu, perangkat desa dituntut untuk benar-benar menjalankan peran dan 

tanggung jawab yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Pelayanan kepada masyarakat disediakan dan dikelola oleh pemerintah 

melalui lembaga dan perangkatnya. Seperti yang sering terjadi, pemerintah 

mungkin tidak dapat menjalankan tugas utamanya secara efektif karena jabatan 

yang diisi tidak sesuai dengan kualifikasi calon. Sebagai hasil dari hubungan 

keluarga atau kerabat dekat, politisi terpilih atau pemerintah seringkali ditunjuk 

langsung oleh atasan. Hal ini menghalangi fungsi utama pemerintah, yaitu melayani 

masyarakat, untuk beroperasi secara efektif atau sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

Dari salah satu badan di dalamnya dapat dilihat kajian yang berkaitan dengan 

penilaian kinerja pemerintah desa. Namun, penelitian ini berfokus pada penilaian 

efektivitas pemerintahan desa secara umum. 

Memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mencapai tujuan secara 

bersama-sama berdasarkan ketentuan pendapatan desa. Karena pemerintah daerah 

dan pemerintah desa sendiri sebagai pengambil kebijakan belum tersosialisasikan 

dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa sehingga tidak didukung oleh 

kapasitas sumber daya yang memadai dan sesuai, maka tujuan dari kebijakan 

alokasi dana desa masih belum diketahui secara umum. publik sebagai tujuan 



 
 

 

politik. Akibatnya, proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dana desa di 

Purworejo harus terpantau dengan baik. 

Kemampuan pembangunan fisik yang memperoleh persentase penggunaan 

dana desa yang lebih besar untuk mengatasi masalah pembangunan kesejahteraan 

di pedesaan menjadi perhatian utama dalam penggunaan keuangan desa. Meskipun 

belum disarankan bahwa pertumbuhan fisik itu sendiri efektif. Hal ini dilakukan 

mengingat sebagian dana masyarakat di Purworejo digunakan untuk membangun 

mata air yang belum dimanfaatkan. Akibatnya, masih ada kekhawatiran tentang 

kapasitas pemerintah desa dalam mengawasi keuangan daerah secara internal.  

Dengan mengacu pada konteks tersebut di atas maka peneliti 

mengembangkan judul “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan 

Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang data tersebut di atas, maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah 

Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik Pemda 

Purworejo dalam memanfaatkan dana yang diterimanya dari desa di Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penelitian ini:  

1.4.1. Manfaat Teoritis 



 
 

 

1. Temuan penelitian ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami 

bagaimana Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, 

mengevaluasi kinerja pemerintah desa menggunakan alokasi dana desa. 

2. Kemampuan peneliti untuk berpikir luas dan memahami beragam 

pengetahuan terkait dalam kaitannya dengan Evaluasi Kinerja Pemerintah 

Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan manfaat lain dari 

penelitian ini. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Pedoman bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian. 

2. Untuk menilai kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajari di perkuliahan, menumbuhkan sikap dinamis, dan meningkatkan 

kemampuan berpikir. 

1.4.3. Manfaat Akademik  

Prasyarat untuk Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi Malang (S1). 
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